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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembanguan masyarakat di Desa Say ng Sedayu Kecamatan 

Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Judul skripsi diangkat berdasarkan permasalahan Kinerja Badan 

Permusyawaratan Desa Sayang Sedayu yang masih belum maksimal.Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dan jenis penelitian adalah Deskriptif. Adapun untuk teknik pengumpulan datanya 

yaitu menggunakan obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis datanya 
menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi pe elitian di Desa Sayang 

Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Subjek Penelitian adalah Anggota BPD Sayang 

Sedayu, Kepala Desa beserta Perangkat Desa Sayang Sedayu, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh 

Pemuda dan LPMD.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah rendahnya kinerja Badan Permusyawaratan 

Desa Sayang Sedayu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu, rekomendasinya adalah 

diharapkan kepada BPD Sa ang Sedayu untuk lebih meningkatkan sosialisasi, komunikasi dan interaksi 

kepada masyarakat Desa Sayang Sedayu sehingga diharapakan mampu menyerap/menampung aspirasi 

masyarakat,meningkatkan koordinasi diantara anggota BPD sehingga mampu bekerja secara efektif dan 

lebih baik, Ketua BPD harus lebih inisiatif dalam meningkatkan motivasi anggot dan untuk Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sambas 

pelatihan kepada anggota 

diharapkan mampu memperhatikan BPD khususnya dapat memberikan 

PD yang ada di Kabupaten Sambas sehingga anggota BPD terlatih dan 

nantinya mampu untuk menjalan tugas dan fungsi secara baik dan benar. 

Kata kunci: Kinerja, BPD, tugas dan fungsi. 

Abstract 

This study aims to describe and analyze the performance Village Consultative Body carrying out its 

duties and functions in the Development of village communities in the Sayang Sedayu Village Teluk 

Keramat sub district Sambas regency. Title of thesis performance issues raised by the Village 

Consultative Body Sayang Sedayu that is not yet maximal.This study used a qualitative approach, and 

type of research is descriptive. As for the data collection technique that uses observation, interviews, and 

documentation. Then for data analysis using data reduction, data display, and conclusion. Research sites 

in the village of Sayang Sedayu Teluk Keramat sub district Sambas regency. The research subject is 

Sayang Sedayu BPD members, village chiefs and their village device Sayang Sedayu, community 

leaders, religious leaders, youth leaders and LPMD. The conclusion of this study is the low performance 

of the Village Consultative Body Sayang Sedayu in performing its duties and functions.Therefore, the 
recommendation is expected to BPD Unfortunately Sayang Sedayu to further improve socialization, 

communication and interaction to the villagers so Sayang Sedayu expected to absorb / accommodate the 

aspirations of the people, improve coordination among the members of the BPD so that they can work 

effectively and better, Chairman of BPD should be initiatives in order to increase the motivation of 

members and government Sambas regency is expected to pay attention to BPD in particular can provide 

training to members of the BPD's in Sambas regency that BPD members trained and will be able to 

execute the duties and functions properly. 

 

Keywords: Performance, BPD, duties and functions. 
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A. PENDAHULUAN 
 

1. Latar Belakang Penelitian 

Otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 

merupakan suatu terobosan baru bagi 

masyarakat karena dalam pelaksanaan 

pemerintahan daerah, daerah memiliki 

 
 

 

antara Pemerintah Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai 

penyelenggara pemerintahan desa. 

Untuk menunjang pelaksanaan 

pemerintahan desa dan juga untuk menciptakan 

kewenangan yang luas untuk mengatur dan 

mengurus urusannya sendiri. 

suatu pemerintahan yang 

kontribusi dan mampu 

mampu memberikan 

menampung berbagai 

Salah satu perwujudan dari Otonomi harapan, keinginan, serta aspirasi masyarakat, 

Daerah tersebut yaitu Pemerintahan Desa, yang 

mana dalam penyelenggara n pemerintahaan, 

pembanguan dan pemberdayaan masyarakat, 

desa memiliki hak dan wewenang dalam 

mengatur dan mengurus urusuannya sendiri. 

maka di bentuklah Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi. 

Dengan di bentuknya B D diharapkan mampu 

untuk menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. BPD pada hakikatnya adalah mitra 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa 

tentu tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah 

kerja Pemerintah 

kedudukan yang 

Desa  yang 

sejajar 

memiliki 

dalam 

desa, tetapi juga dibantu oleh Badan menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

Permusyawaratan Desa (BPD). 

Dalam Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang pemeri tahan daerah dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 

tentang pemerintah desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepe tingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Desa merupakan tolok ukur utama 

dalam melihat keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahaan daerah, karena desa adalah ujung 

tombak dari pemerintah dalam melaksanakan 

roda pemerintahan. Hal tersebut di tegaskan 

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Implementasi da i munculnya undang – 

undang tersebut dijabarkan kembali tentang 

penyelenggaran Pemerintahan desa, maka diatur 

kembali dalam Peratur n daerah Kabupaten 

Sambas Nomor 1 Tahu 2009 Tentang Desa, 

dimana peraturan tersebut merupakan 

perwujudan dari peraturan yang mengatur 

tentang Desa sebelumnya. 

Sehubungan dengan fungsi Badan 

permusyawaratan Desa yaitu sebagai lembaga 

yang   menampung dan   menyalurkan   aspirasi 

masyarakat, maka dalam hal ini tentu memiliki 

kaitan yang sangat erat dalam proses pembangun 

di desa. Perlu di ketahui pula bahwa segala 

bentuk pembangunan yang ada di desa adalah di 

karena desa merupakan 

bersentuhan atau berhadapan 

instansi yang 

langsung dengan 

tujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Segala 

bentuk pembangunan tersebut harus berdasarkan 

masyarakat. Kemudian mekanisme tersebut tidak 

akan berjalan dengan baik tanpa ada kerjasama 

kepada aspirasi atau keinginan masyarakat, 

dalam hal ini BPD harus berusaha lebih keras 
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lagi untuk mewujudkan berbagai keinginan 

masyarakat. Untuk Menunjang pembangun 

tersebut di butuhkan partisipasi masyarakat 

kepada perangkat desa dan bukan melalui BPD 

yang ada di Desa Sayang Sedayu. 

2. Rumusan Permasalahan 

dalam pelaksanaannya, karena tanpa partisipasi   Berdasarkan latar belakang diatas maka 

dan dukungan masyarakat maka pembangunan  dapat dirumuskan suatu permasalahan antara 

tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.  lain  yaitu“ Bagaimana Kinerja Badan 

Terdapat berbagai fakta mengenai BPD Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan 

antara lain yaitu dilihat dari pelaksanaan tugas 

dan fungsinya, dimana diketahui bahwa fungsi 

Masyarakat di Desa Sayang Sedayu Kecamatan 

Teluk Keramat Kabupaten Sambas ?” 

dari    BPD    sendiri    yaitu    membahas    atau       3.    Tujuan Penelitian 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

Jika    melihat   fungsi   tersebut    maka    dapat mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja 

diketahui bahwa BPD yang ada di Desa Sayang Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan 

Sedayu belum memperlihatkan kinerja yang tugas dan fungsinya dalam pembanguan 

maksimal. Hal itu di buktikan dengan jumlah masyarakat di Desa Say ng Sedayu Kecamatan 

Peraturan yang dibuat BPD   sampai Saat ini Teluk Keramat Kabupaten Sambas serta apa 

hanya ada 1 (satu) peraraturan saja yaitu Tata saja yang menghambat kinerja BPD dalam 

Tertib BPD. 

Kemudian jika dilihat dari pelaksanaan 

menjalankan tugas dan f ngsinya ? 

4. Manfaat Penelitian 

tugas dan fungsinya sebagai penampung dan Melalui penelitian ini diharapkan dapat 

penyalur aspirasi masyarakat BPD juga masih memberikan suatu pemahaman tentang tugas 

belum memperlihatkan kinerja yang maksimal 

hal ini terlihat dari banyaknya harapan 

masyarakat yang menginginkan jalan desa yang 

dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa 

serta mampu memahami teori – teori tentang 

penyelenggaran pemerintahan desa. Kemudian 

baik   ternyata   masih   belum   bisa   terealisasi. dapat memberikan masukan atau sumbangan 

Namun demikian hal itu tentu bukan sepenuhnya pemikiran bagi pemerintah Desa, khususnya 

tanggung   jawab BPD   dan pemerintah desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

melainkan juga tanggung ja ab dan wewenang 

dari pemerintah daerah. 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah 

satu wadah penyalur aspirasi masyarakat desa 

Selanjutnya berdasarka isu-isu yang serta pengawas dalam pembangunan desa. 

berkembang dimasyarakat, BPD masih dinilai Kemudian   penelitian ini   juga diharapkan 

belum maksimal dalam menj lankan tugas dan 

fungsinya, hal tersebut dikuatkan dengan 

jarangnya BPD melakukan pertemuan atau rapat 

langsung dengan masyarakat baik di tingkat dusun 

maupun di tingkat desa. BPD juga dirasakan 

masih jauh dari harapan sehingga masyarakat 

dalam menyampaikan aspirasinya langsung 

mampu menjadi pertimbangan bagi peningkatan 

kinerja Badan Permusyaratan Desa (BPD). 

B. TEORI DAN METODELOGI 

1. Teori 

a. Konsep Kinerja 

Kinerja adalah melakukan suatu 

kegiatan dan menyempurnakan sesuai 

dengan tanggung jawabnya dengan hasil 
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seperti yang di harapkan Joko widodo 

(2005 :78). Berikutnya menurut 

yang berperan aktif sebagai pelaku dalam 

upaya mencapai tujuan organisasi tersebut 

Prawirosentono (dalam Widodo 2005:78) (joko widodo 2005 : 79). Dengan demikian, 

Kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dapat kinerja lembaga ( organisasi) salah satunya 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok di tentukan oleh kinerja sekelompok orang 

orang dalam suatu   organisasi   , Sesuai sebagai pelaku organisasi, sebaliknya 

dengan wewenang dan   tanggung jawab kinerja sekelompok orang sebagai  pelaku 

masing – masing, dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi bersangkutan secara legal, 

tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan 

moral dan etika. Dari defenisi tersebut di 

atas dapat disimpulk n bahwa, pada 

hakikatnya kinerja adalah berkaitan dengan 

tanggung jawab individu atau organisasi 

organisasi di tentukan oleh struktur, 

peralatan dan keuangan yang dimiliki oleh 

orgnisasi. 

 

b. Konsep Penilaian Kinerja 

 
Pengukuran dan manfaat penilaian 

kinerja dengan m nggunakan indikator- 

dalam   menjalankan   a a   yang   menjadi indikator kinerja yang ada adalah akan 

wewenang dan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

Menurut Bernardin & Russell 1998, 

(dalam Umam 2009 : 186) Kinerja adalah 

catatan mengenai akibat – akibat yang di 

mendorong pencap ian tujuan organisasi 

dan akan memberikan umpan balik untuk 

upaya perbaikan ecara terus menerus 

(berkelanjutan). M nurut Bernardin dan 

Russel (1993 : 379), (dalam Umam 2009 : 

hasilkan pada sebuah fu gsi pekerjaan atau 
190) “ A way of measuring the contribution

 

aktivitas selama periode tertentu yang 

berhubungan dengan tujuan orgaanisasi. 

Jadi  kinerja  seseorang  merupakan 

gabungan dari  kema   puan,  usaha,dan 

kesempatan yang dapat di ukur dari akibat 

yang dihasilkan.  Itu semualah  yang 

menjadi   rangkaiaan utuk terbentuknya 

suatu kinerja seseorang dalam suatu 

organisasi. 

of individuals to their organization.” 

Penilaian kinerja adalah cara mengukur 

kontribusi individu pada organisasi tempat 

mereka bekerja. Dari definisi tersebut dapat 

disumpulkan bahwa penilaian kinerja yaitu 

merupakan suatu proses menilai atau 

mengukur pencap ian seseorang atau 

prestasi seseorang atas suatu hal yang 

dikerjakannya dan memberikan kontribusi 

bagi instansi tempat mereka bekerja. 

Kemudian kinerja juga dapat di Selanjutnya    menurut     Dharma 

bedakan menjadi 2 yaitu terdiri dari kinerja (dalam Heriadi 2011:28) untuk mengukur 

individu   dan    juga   kinerja    organisasi. kinerja seseorang dalam melaksanakan 

Keduanya    memiliki    keterkaitan    yang pekerjaannya dapat di lihat dari : 

sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi 

tidak terlepas dari sumber daya yang 

dimiliki oleh organisasi yang di gerakkan 

atau di jalankan oleh sekelompok orang 

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus 

dikerjakan. 

2. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan. 
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3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai  dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian 

tidaknya dengan   waktu yang telah  dilakukan di Desa Sayang  Sedayu 

ditetapkan.      Kecamatan  Teluk Keramat Kabupaten 

Dari   beberapa indikator   diatas Sambas. Subjek dalam penelitian ini adalah 

dapat disimpulkan bahwa sautu hasil kerja 

dapat dilihat dari berapa banyak pekerjaan 

yang dapat diselesaikan, berapa bagus 

semua anggota Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) di Desa Sayang Sedayu, Kepala 

Desa Sayang Sedayu beserta perangkatnya, 

kualitas kerja yang dihasikan dan tingkat 

ketepatan waktu dalam menyelesaikan 

Ketua LPMD, Tokoh 

Agama dan Tokoh 

Masyarakat, Pemuka 

Pemuda. Selanjutnya, 

pekerjaan yang menjadi tujuan dari 

organisasi terseebut. 

Menurut Moeheriono (2012:162) 

yang menjadi objek penelitian adalah Kinerja 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

Pembangunan Masyarakat di Desa Sayang 

ada tiga konsep yang   dapat digunakan Sedayu. Dalam p nelitian ini, teknik 

untuk mengukur kinerja organisasi publik keabsahan  data  menggunakan teknik 

yaitu : 

1. Responsivitas (res 

menggambarkan 

 
onsiveness), yaitu 

kemampuan 

triangulasi sumber dan melakukan diskusi 

dan konsultasi dengan pembimbing. 

organiasi publik dalam menjalankan 
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 

misi dan tujuannya adalah untuk 

memenuhi kebutuh n masyarakat. 

2. Responsibilitas (responsibility), yaitu 

pelaksanaan kegiatan organisasi 

publik yang dilaku an sesuai dengan 

prinsip – prinsip administrasi yang 

benar atau sesuai dengan kebijakan 

secara implisit maupun eksplisit. 

3. Akuntabilitas (a countability),yaitu 

menunjuk  pada  seberapa besar 

kebijakan dan kegiatan organisasi 

publik yang  diharapkan  dari 

masyarakat, bisa berupa penilaian dari 

wakil rakyat, pejab t dan masyarakat. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif dan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pengumpulan data 

dilakukan      dengan      teknik      observasi, 

wawancara    dan    dokumentasi.    Tahapan 

1. Responsivitas BPD dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya. 

Responsivitas merupakan  suatu 

gambaran  atau menggambarkan  suatu 

kemampuan ornganisasi publik dalam 

menjalankan misi da tujuannya yang tidak 

lain adalah mampu memenuhi atau mencapai 

apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan 

masyarakat. Berdasar an data atau informasi 

yang didapat penulis dilapangan, BPD 

Sayang Sedayu masih belum mampu atau 

belum memiliki  responsivitas dalam 

menjalankan  tugas   dan fungsinya. 

Seharusnya BPD sebagai lembaga desa yang 

memiliki fungsi legislasi mampu untuk 

membuat produk hukum, tapi kenyataannya 

tidak sesuai dengan harapan masyarakat. 

Sampai saat ini BPD Sayang Sedayu baru 

membuat 1 produk hukum yaitu Peraturan 

Badan Permusyawaratan Desa Nomor 1 

analisis meliputi reduksi data, penyajian data, 
Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib
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Badan Permusyawaratan  Desa  Sayang tugas dan fungsi mereka sehingga 

Sedayu  Kecamatan Teluk Keramat berdampak pada anggota BPD yang kurang 

Kabupaten Sambas. Kemudian untuk fungsi aktif dalam mengemban tugas dan fungsi 

sebagai penampung dan penyalur aspirasi yang telah tercmtum dalam peraturan yang 

masyarakat BPD juga masih belum maksimal 

hal tersebut di buktikan dengan banyaknya 

harapan masyarakat yang seharusnya di 

mereka buat sendiri. Hal tersebut sebetulya 

tidal boleh tgerjadi karena akan berdampak 

pada kinerja anggota BPD itu sendiri. 

sampaikan melalui BPD malahan di 

sampaikan langsung kepada perangkat desa. 

3. Akuntabilitas BPD 

tugas dan fungsinya. 

dalam menjalankan 

Padahal yang seharusnya adalah melalui 

BPD terlebih dahulu baru disampaikan dalam 

rapat bersama Kepala Desa dan perangkat 

desa lainnya. Kemudian untuk salah satu 

tugas BPD yaitu melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan peraturan desa dan 

peraturan Kepala Desa, PD juga terkesan 

belum mampu dan masih belum maksimal 

dalam melaksanakannya. 

2. Responsibilitas BPD dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya. 

Responsibilitas sendiri yaitu pelaksanaan 

kegiatan organisasi publik yang dilakukan 

sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi 

yang benar atau sesuai dengan kebijakan 

secara implisit maupun e splisit. Dalam hal 

responsibilitas BPD Sayang Sedayu masih 

dinilai kurang. Karena untuk pengelolaan 

administrasi BPD baik itu dari segi 

pembukuan dan lain sebagainya tidak teratur 

dan sampai saat ini masih banyak data yang 

hilang dan belum di bukukan. Melihat dari 

fakta tersebut jelas bahwa BPD Sayang 

Akuntabilitas sangat di tuntut dalam sebuah 

organisasi. Akuntabilitas merujuk pada 

seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

organisasi publik yang diharapkan dari 

masyarakat, bisa berupa penilaian dari wakil 

rakyat, pejabat dan masyarakat, Moeheriono 

(2012:162). Jadi a untabilitas itu lebih 

kepada bagaimana pertanggung jawaban 

organisasi dalam menjalankan tugas yang di 

embannya, dan untuk mengetahui apakah 

organisasi tersebut memiliki akuntabilitas 

yang baik maka hal it hanya bisa dilihat dari 

bagaimana penilaian masyarakat mengenai 

organisasi tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian di Desa 

Sayang Sedayu, BPD Sayang Sedayu masih 

memiliki akuntabilitas yang tergolong rendah 

dan hal tersebut terlihat dari banyaknya tugas 

dan fungsi yang belum mampu dijalankan 

mereka. Jadi BPD sayang sedayu belum 

mampu mengemban tugas yang telah di 

tetapkannya sendiri dalam Tata Tertib BPD 

Sayang Sedayu Nomor 1 Tahun 2010. Hal 

Sedayu masih belum memiliki responsibilitas tersebut dibuktikan dengan jarangnya BPD 

dalam berorganisasi 

administrasi merupakan 

padahal  tertib 

cermin apakah 

mengadakan rapat baik rapat intern maupun 

rapat bersama berbagai elemen masyarakat. 

organisasi tersebut   berhasil   atau   mampu sehingga wajar saja apabila ada beberapa 

untuk menjalankan tigas dan fungsinya. 

Kemudian juga anggota BPD Sayang Sedayu 

masyarakat yang mengatakan bahwa BPD 

tidur. Didalam tata tertib tersebut telah di 

juga masih belum memahami apa sebenarnya atur mulai dari kedudukan, tupoksi, 
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wewenang, hak, kewajiban, larangan dan organisasi akan mampu melaksanakan 

ketentuan-ketentuan lain 

BPD. 

yang   mengatur berbagai kegiatan demi tercapainya tujuan 

organisasi. Kegiatan tersebut bisa berupa hal 

yang bersifat administratif maupun forum 

Kemudian kurangnya akuntabilitas BPD ini rapat dan sebagainya. Untuk BPD sendiri 

secara otomatis   berdampak   juga   kepada sebagai lembaga musyawarah tentunya 

pandangan masyarakat bahwa kinerja  BPD sangat membutuhkan fasilitas seperti 

selama ini masih rendah. Masyarakat menilai ruangan kelengkapan lainnya seperti kursi 

Kinerja BPD dengan melihat dari bagaimana dan meja. Namun kenyataan dilapangan yang 

anggota     BPD     mampu     bergaul     atau penulis lihat atau observasi untuk fasilitas 

berinteraksi dengan masyarakat. Kebanyakan tersebut tidak ada bahkan sampai saat ini 

anggota BPD masih belum mampu untuk 

bergaul dengan masyarakat, bergaul dalam 

arti bersedia mendengarkan keluhan dan 

saran dari masyarakat. Selama ini yang 

terjadi di lapangan adalah banyak masyarakat 

yang menyampaikan keluhan dan sarannya 

langsung kepada kepala desa dan perangkat 

desa lainnya tanpa melalui BPD terlebih 

dahulu. Kemudian masyarakat juga 

mengatakan bahwa sampai saat ini sosialisasi 

BPD sendiri mengenai kedudukan tupoksi 

dan lain sebagainya masih kurang kepada 

masyarakat sehingga masyarakat banyak 

tidak mengetahui apa sebenarnya tugas dan 

fungsi BPD. 

Namun demikian dengan rendahnya 

tingkat akuntabilitas BPD tersebut tentunya 

tidak terlepas dari berbagai faktor yang 

mempengaruhinya yang antara lain yaitu 

kurangnya fasilitas penunjang kerja BPD. 

Salah satu penunjang dalam pelaksanaan 

untuk ruangan BPD masih menumpang di 

Kantor Desa Sayang Sedayu 

4. Hambatan BPD Desa Sayang Sedayu 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Berdasarkan pembahasan di atas 

mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BPD 

yang di ukur dari Responsivitas, 

responsibilitas dan akuntabilitasnya dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, maka 

dapat di tarik beberapa kesimpulan dimana 

yang menjadi penghambat kurangnnya 

kinerja BPD Sayang Sedayu antara lain 

yaitu : 

1. Kurangnya fasilitas yang dimiliki 

BPD Sayang Sedayu. 

Fasilitas m rupakan salah satu 

penunjang organisasi dalam 

menjalakan t gasnya. Seperti halnya 

BPD Sayang Sedayu yang sampai 

saat ini m sih belum memiliki 

fasilitas sama sekali. Fakta yang 

tugas dan fungsi BPD   adalah mengenai penulis temukan dilapangan 

fasilitas. Fasilitas   merupakan   salah   satu berdasarkan   obsevasi   yaitu   BPD 

faktor   pendukung   bagi terselenggaranya Sayang Sedayu hanya memiliki 1 

kegiatan atau proses dalam suatu organisasi, (satu) meja kerja saja dan itu hanya 

baik fasilitas kerja seperti ruangan, meja, di letakkan di rumah ketua BPD. 

kursi dan komputer serta alat-alat lainya. 

Dengan adanya fasilitas tersebut suatu 

Kemudian untuk fasilitas lainnya 

seperti ruangan masih menumpang 
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di kantor desa, selanjutnya seperti dalam hal ini khususnya Pemerintah 

komputer juga 

Selama ini 

menggunakan 

masih belum ada. 

BPD hanya 

fasilitas pribadi 

Kabupaten 

meningkatkan 

BPD dalam 

Sambas dalam 

kemapuan anggota 

menjalakan tugas 

mereka guna menunjang kerja pemerintahan di wilayah pedesaan. 

organisasi. Kurangnya fasilitas 

berdampak kepada banyaknya 

pekerjaan BPD yang tertunda seperti 

4. Kurangnya koordinasi antara ketua 

BPD dengan Anggota. 

Koordinasi sangat dibutuhkan dalam 

pembuat SPJ dan kegiatan sebuah organisasi, tanpa koordinasi 

administrasi lainnya. maka tidak akan mungkin semua 

2. Kurangnya pemahaman masyarakat pekerjaan akan terlaksana dengan 
 

 

Sedayu, mulai dari periode mereka 

menjabat yaitu tahun 2009 sampai 

dalam proses pembuatan produk hukum 

yang ada di Desa Sayang Sedayu. 

saat ini masih belum pernah Kemudian kurangnnya daya tanggap 

mendapatkan pelatihan khusus 

untuk anggota BPD. Jadi dapat di 

BPD Sayang sedayu dalam menyerap 

aspirasi masyarakat sehingga 

simpulkan bahwa kurangnya 

perhatian pemerintah daerah yang 

masyarakat 

menyampaikan 

sering langsung 

aspirasinya  kepada 

3. 

tentang tugas dan fungsi BPD. 

Kebanyakan ma yarakat di Desa 

Sayang Sedayu tidak atau belum 

memahami tugas dan fungsi dari 

BPD, meskipun ada yang faham 

atau tau tapi masih sedikit dibanding 

yang belum tahu. Hal tersebut 

menyebabkan b nyak masyarakat 

.yang dalam hal enyampai aspirasi 

dan keluhannnya langsung kepada 

Kepala Desa dan Perangkat Desa 

lainnya. 

Kurangnya Pelatihan untuk Anggota 

BPD. 

Pelatihan merupakan sebuah usaha 

untuk meningkatkan kemampuan 

anggota BPD sehingga mampu 

meningkatkan kinerja kerja dalam 

menjalankan    tugas    dan    fungsi. 

baik. Fakta menarik yang penulis 

temukan pada tubuh BPD Sayang 

Sedayu adalah kurangnya koordinasi 

antara ketua engan anggota dan hal 

tersebut di nyataka sendir oleh 

anggota BPD Sayang Sedayu yang 

menyatakan bahwa ketua BPD 

kurang inisiatif untuk menggerakkan 

anggotanya dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi sehingga samapai 

saat ini anggota terlihat vakum dan 

tidak bergerak. 

D. Simpulan dan Keterbatasan 

1. Simpulan 

Berdasarkan   pembahasan   pada   bab 

sebelumnya, mak penulis dapat 

mengemukakan kesimpulan sebagai berikut. 

1. Responsivitas B D dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya masih rendah. Hal 

Berdasarkan asil penelitian tersebut terlihat dari kurangnya 

mengenai kinerja BPD Sayang kemampuan BPD Sayang Sedayu 
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Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa masyarakat, hal tersebut terlihat dari 

melalui BPD yang ada di Desa Sayang kurangnnya pemahaman masyarakat 

Sedayu.     Kemudian     BPD     Sayang mengenai tugas dan fungsi BPD 

Sedayu    belum    mampu    melakukan sehingga masyarakat dalam 

tugasnya     sebagi      pengawas     dari menyampaikan aspirasi tidak melalui 

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala BPD tetapi langsung kepada Perangkat 

Desa yang ada di Desa Sayang Sedayu. Desa Sayang Sedayu. 

2.   Responsivitas   BPD    Sayang   Sedayu 4. Kinerja BPD Sayang Sedayu tergolong 

masih tergolong rendah. Hal tersebut  rendah di karenakan terdapat hambatan 

disebabkan dalam   pelaksanaan tugas  dalam    menjalankan    tugas     dan 

dan     fungsinya     BPD     tidak     bisa  fungsinya. Hambatan tersebut antara 

 

Tertib Badan Permusyawaratan Desa 

Sayang Sayang Sedayu Kecamatan 

Teluk Keramat Kabupaten Sambas. 

Kemudian juga sebagai penampung dan 

penyalur aspirasi masyarakat, dalam 

hal ini BPD masih belum mampu untuk 

menampung dan menyalurkan aspirasi 

hasil penelitian kurang maksimal terutama 

dalam mengolah data dan melakukan 

wawancara sehingga kedepannya 

diharapakan ada penelitian yang dapat 

menyempurnakan penelitian ini. 

E. Apresiasi 

melaksanakannya sesuai dengan lain yaitu menyangkut fasilitas seperti 

peraturan BPD No or 1 tahun 2010 

tentang Peraturan Tata Tertib Badan 

Permusyawaratan Desa Sayang Sedayu 

Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten 

Sambas yang merupakan Penjabaran 

dari Peraturan Daerah Kabupaten 

Sambas Nomor 1 tahun 2009 tentang 

Desa. 

Akuntabilitas   BPD   Sayang   Sedayu 

masih tergolong rendah. Hal tersebut 

belum adanya ruangan khusus 

Sekretariat BPD di Desa Sayang 

Sedayu, Tidak adanya Pelatihan khusus 

untuk BPD dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sambas, lemahnya 

koordiansi antara ketua dan anggota 

BPD Sayang Sedayu dan kurangnya 

pemahaman asyarakat mengenai 

3. 

dinilai masih belum mampu 

mengemban tugasnya sebagai anggota 

BPD yang tentunya memiliki tugas dan 

fungsi yang harus dijalankan. Adapun 

tugas dan fungsi yang harus mereka 

jalankan antara lain yaitu membuat 

suatu produk hukum yang mana sampai 

saat ini baru satu produk hukum yang 

dibuat yaitu   Peraturan BPD Nomor 1 

tahun   2010   tentang   Peraturan   Tata 

2. 

tugas dan fung i BPD sehingga bisa 

dikatakan BPD kurang bersosialisasi 

dan berinteraksi dengan masyarakat 

Desa Sayang Sedayu. 

Keterbatasan 

Keterbatasan-keterbatasan 

yang penulis alami sebagai berikut: 

penelitian 

1. 

2. 

Karena penelitian didesa maka yang mejadi 

hambatan dalam penelitian adalah mengenai 

data-data yang masih minim sehingga perlu 

usaha yang gigih untuk mendapatkannya. 

Penulis merupakan peneliti pemula sehingga 
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